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Dinamika ekonomi politik global pada dekade kedua abad ke-21 ditandai dengan transisi kekuatan hegemonik yang signifikan, di mana Republik Rakyat Tiongkok (RRT) bangkit sebagai episentrum baru ekonomi dunia. Transformasi ini tidak hanya bersifat domestik, tetapi diproyeksikan secara global melalui inisiatif kebijakan luar negeri yang sangat ambisius, yakni Belt and Road Initiative (BRI) yang diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013.(Cai, 2017) Dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional, fenomena ekspansi ekonomi China ini memicu perdebatan teoretis yang tajam. Secara metodologis, inisiatif ini bermula dari ranah Low Politics yang berfokus pada kerja sama ekonomi, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur lintas batas. Namun, eskalasi masif dari proyek-proyek ini secara perlahan bertransformasi menjadi High Politics, di mana kapital dan infrastruktur digunakan sebagai instrumen statecraft untuk memperkuat power geopolitik China, mendikte rantai pasok global, dan meningkatkan posisi strategis negara-negara mitranya dalam arsitektur keamanan regional.(Gilpin & Gilpin, 2001.)
Di tengah masifnya aliran modal dari Beijing ke berbagai negara berkembang, komunitas internasional mulai menyoroti risiko strategis yang melekat pada skema pembiayaan BRI. Muncul diskursus kritis mengenai Debt-Trap Diplomacy (diplomasi jebakan utang), sebuah terminologi yang merujuk pada praktik pemberian pinjaman skala besar kepada negara-negara dengan kapasitas fiskal rentan. Ketika negara debitur mengalami gagal bayar (default), kreditur—dalam hal ini China—dapat mengonversi utang tersebut menjadi penguasaan atas aset strategis atau memaksakan konsesi politik yang mencederai kedaulatan negara, sebagaimana preseden yang terjadi pada pengambilalihan Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka pada tahun 2017.(Nabiilah & Deasy Silvya Sari, 2024a) Kekhawatiran ini menempatkan inisiatif infrastruktur China dalam lensa skeptisisme, di mana investasi asing langsung (Foreign Direct Investment) dan utang bilateral tidak lagi dipandang sebagai interaksi ekonomi murni, melainkan sebagai alat interdependensi asimetris yang berpotensi melahirkan neokolonialisme ekonomi.(Brautigam, 2020)
Bagi Indonesia, konstelasi global ini menghadirkan peluang sekaligus ancaman. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan posisi geografis yang sangat strategis, Indonesia merupakan titik tumpu (fulcrum) utama bagi kesuksesan jalur maritim BRI China. Di saat yang bersamaan, pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode pertengahan 2015 menetapkan akselerasi pembangunan infrastruktur sebagai prioritas absolut untuk mengurai problem konektivitas dan tingginya biaya logistik nasional.(Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015) Kebutuhan modal yang sangat besar ini tidak dapat ditutupi sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pertemuan antara kepentingan nasional Indonesia yang membutuhkan kapital cair dan cepat, dengan ambisi global China yang mencari ruang ekspansi modal, menciptakan landasan bagi kemitraan strategis yang sangat kompleks. Salah satu manifestasi paling monumental dari kemitraan bilateral ini adalah Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Pada tahun 2015, proses tawar-menawar (bidding) proyek ini menjadi arena persaingan sengit antara dua raksasa Asia, yaitu Jepang dan China. Indonesia pada akhirnya menjatuhkan pilihan kepada China. Keputusan strategis ini didasarkan pada kalkulasi ekonomi politik bahwa tawaran China jauh lebih fleksibel dan proses birokrasinya lebih cepat.(Zarkachi, 2024) Lebih krusial lagi, China menyetujui tuntutan fundamental Indonesia untuk tidak menggunakan jaminan pemerintah (government guarantee) secara langsung. Skema kerja sama disepakati murni berbasis bisnis (Business-to-Business / B2B) melalui pembentukan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang beranggotakan gabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dan China Railway Engineering Corporation.(Wijaya, 2019)
Pada fase awal kesepakatan, struktur pendanaan dikunci pada estimasi total nilai proyek sebesar USD 5,5 miliar (sekitar Rp 70 hingga 80 triliun). Pembiayaan proyek dirancang sedemikian rupa guna memitigasi risiko fiskal negara: 25% modal disuntikkan oleh konsorsium gabungan Indonesia-China, sedangkan 75% sisanya bersumber dari pinjaman China Development Bank (CDB). Dalam perspektif Ekonomi Politik Internasional, langkah awal negosiasi ini menunjukkan kapasitas Indonesia sebagai state actor dalam menjaga ruang fiskalnya. Pemerintah mencoba melokalisasi risiko proyek super-mega ini pada entitas korporasi (non-state actors), sembari mengamankan transfer teknologi mutakhir dari China. Namun, realitas operasional di lapangan terbukti jauh melampaui cetak biru perencanaan. Memasuki periode konstruksi antara tahun 2018 hingga 2021, proyek KCIC dilanda krisis cost overrun (pembengkakan biaya) yang sangat masif. Total nilai proyek yang awalnya USD 5,5 miliar melonjak tajam mencapai kurang lebih USD 7,3 miliar (sekitar Rp 110 hingga 115 triliun). Eskalasi biaya ini tidak terjadi dalam ruang hampa; ia dipicu oleh akumulasi berbagai faktor teknis dan makroekonomi. Pembebasan lahan yang birokratis dan kompleks menjadi hambatan pertama. Selanjutnya, terjadi perubahan desain dan terms konstruksi akibat kondisi geologis yang di luar prediksi. Hantaman pandemi COVID-19 kemudian memperburuk keadaan dengan menghentikan rantai pasok material dan menghambat mobilitas pekerja, yang berujung pada keterlambatan proyek secara keseluruhan. Selain itu, fluktuasi nilai tukar mata uang dan membengkaknya biaya impor semakin memperlebar defisit pembiayaan.
Krisis cost overrun ini memantik dinamika tawar-menawar baru yang sangat alot antara Indonesia dan China. Di titik inilah dimensi negosiasi bergeser sepenuhnya dari kalkulasi korporasi menjadi isu High Politics. Terjadi konflik kepentingan yang tajam; Indonesia bersikeras agar biaya tambahan tersebut tidak ditanggung sendiri atau dibebankan secara sepihak, sementara pihak China menginginkan proyek tetap berjalan tanpa mengambil risiko kerugian yang lebih besar. Negosiasi yang berlangsung tidak hanya berkutat pada angka finansial, tetapi juga meluas pada aspek sumber daya manusia dan transfer teknologi.(Martins Daud & Yuniasih, n.d.) Indonesia menuntut konsesi lebih besar berupa kemandirian jangka panjang melalui pelibatan masif tenaga kerja lokal. Di sisi lain, China yang pada awalnya mendominasi komposisi tenaga ahli dan teknis demi alasan efisiensi dan kontrol proyek, harus secara bertahap membuka ruang bagi tenaga kerja Indonesia sebagai bagian dari diplomasi ekonomi. (Revy Auliya Darmaliza, 2019)
Kebuntuan finansial konsorsium BUMN pada akhirnya memaksa pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis yang kontroversial. Demi menghindari mangkraknya proyek yang dapat menjadi bencana ekonomi dan aib diplomatik, pemerintah merestrukturisasi skema pendanaan melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021. Regulasi ini melegitimasi penggunaan APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk menambal kekurangan biaya di PT KCIC.(SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 2021) Keterlibatan finansial negara—yang pada awal mulanya sangat dihindari—kini menjadi instrumen mitigasi agar dominasi pembiayaan asing tidak bermutasi menjadi instrumen penekan kedaulatan. Hasil dari tawar-menawar dinamis ini membuahkan kesepakatan pembayaran yang mengikat. Indonesia berhasil menegosiasikan skema cicilan dengan tenor yang sangat panjang, yakni hingga 40 tahun. Angsuran pokok dan beban bunga disepakati untuk dibayarkan secara berkala dengan sangat bergantung pada pendapatan operasional harian kereta cepat (seperti tiket dan kawasan orientasi transit). Jika pendapatan ini terbukti kurang, konsorsium diwajibkan untuk menanggung selisihnya, di mana pemerintah berperan secara tidak langsung sebagai lapis pertahanan terakhir (lender of last resort) apabila konsorsium benar-benar kolaps. Strategi penyesuaian tenor dan pelibatan APBN ini, dalam kacamata kritis EPI, bukanlah sebuah bentuk kekalahan diplomasi, melainkan sebuah taktik bertahan (survival strategy) untuk mengamankan kepemilikan aset nasional dan menghindari jebakan utang absolut yang dapat berujung pada penyerahan konsesi geopolitik kepada China.
Namun, perkembangan Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) pasca fase krisis pembiayaan menunjukkan bahwa fokus kebijakan Indonesia tidak lagi semata mempertahankan keberlanjutan proyek, melainkan mulai bergeser pada upaya mengurangi tingkat ketergantungan struktural terhadap investasi dan pembiayaan Tiongkok. Pergeseran ini muncul karena semakin terlihatnya risiko interdependensi yang tidak seimbang ketika proyek infrastruktur strategis nasional terlalu bertumpu pada satu sumber modal, teknologi, dan pembiayaan eksternal. Dalam konteks Ekonomi Politik Internasional, ketergantungan investasi tidak hanya menciptakan eksposur ekonomi, tetapi juga berpotensi memengaruhi ruang gerak negara dalam menentukan kebijakan pembangunan dan prioritas nasional.(Assessing China’s Economic Influence in Indonesia: The Case of Jakarta-Bandung High-Speed Rail, n.d.)
Fenomena tersebut menjadi semakin relevan ketika struktur pembiayaan KCJB memperlihatkan dominasi pendanaan dari lembaga keuangan Tiongkok. Sejak awal, sekitar 75% pembiayaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara porsi ekuitas ditanggung konsorsium Indonesia–Tiongkok melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Ketika terjadi pembengkakan biaya proyek hingga mendekati USD 7,3 miliar, Indonesia menghadapi dilema antara melanjutkan proyek dengan konsekuensi tambahan pembiayaan eksternal atau mencari ruang negosiasi untuk memperkuat kontrol domestik terhadap proyek strategis tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketergantungan investasi tidak selalu muncul melalui penguasaan aset secara langsung, tetapi dapat terjadi melalui dominasi akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan kapasitas operasional jangka panjang.(Afifah & Badaruddin, 2024)
Merespons kondisi tersebut, pemerintah Indonesia mulai menjalankan sejumlah strategi untuk menekan ketergantungan tersebut. Salah satu strategi yang menonjol adalah memperkuat posisi BUMN nasional sebagai aktor utama dalam struktur kepemilikan dan operasional proyek. Dalam skema KCIC, konsorsium Indonesia mempertahankan porsi kepemilikan mayoritas sebesar 60%, yang dipandang sebagai instrumen untuk menjaga kontrol terhadap pengambilan keputusan strategis proyek. Selain itu, pemerintah mendorong keterlibatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang lebih besar dalam pengelolaan operasional dan pembiayaan lanjutan proyek sebagai bentuk internalisasi kemampuan domestik.(Assessing China’s Economic Influence in Indonesia: The Case of Jakarta-Bandung High-Speed Rail, n.d.)
Strategi kedua diwujudkan melalui optimalisasi agenda transfer teknologi dan pembangunan kapasitas nasional (capacity building). Dalam implementasi proyek, Indonesia tidak lagi menempatkan investasi Tiongkok semata sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai medium akumulasi kemampuan teknologi nasional. Beberapa teknologi yang mulai diadaptasi melalui kerja sama ini mencakup sistem komunikasi GSM-R, teknologi ballastless track, pengoperasian Electric Multiple Unit (EMU), serta peningkatan kompetensi teknis tenaga kerja Indonesia di sektor perkeretaapian berkecepatan tinggi. Pendekatan ini menunjukkan perubahan orientasi dari capital dependency menuju knowledge acquisition, sehingga manfaat proyek tidak berhenti pada pembangunan fisik semata tetapi juga meningkatkan kemampuan industri nasional untuk proyek-proyek berikutnya.(Paksi, 2026)
Di sisi lain, pemerintah juga mulai mengarahkan strategi jangka panjang melalui diversifikasi sumber investasi dan penguatan pembiayaan domestik pada proyek infrastruktur nasional. Langkah ini terlihat dari meningkatnya kecenderungan pemerintah untuk mengombinasikan pendanaan negara, BUMN, dan alternatif investasi internasional yang lebih beragam pada proyek-proyek strategis berikutnya. Strategi tersebut mencerminkan pendekatan hedging dalam kebijakan luar negeri ekonomi Indonesia, yaitu menjaga hubungan ekonomi dengan Tiongkok tanpa menciptakan ketergantungan yang dapat mengurangi otonomi pengambilan keputusan nasional. Dengan demikian, kasus KCJB tidak hanya menjadi studi mengenai keberhasilan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi representasi bagaimana Indonesia membangun strategi adaptif untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi di tengah meningkatnya pengaruh investasi Tiongkok.
Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana Indonesia mengelola hubungan ekonomi yang bersifat saling menguntungkan namun tetap menjaga ruang otonomi nasional. Fokus penelitian tidak lagi terbatas pada persoalan pembengkakan biaya atau risiko utang, melainkan diarahkan pada identifikasi strategi konkret yang digunakan Indonesia untuk mengurangi ketergantungan investasi Tiongkok dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, serta menilai sejauh mana strategi tersebut efektif dalam memperkuat posisi tawar Indonesia dalam kerja sama pembangunan infrastruktur.
Berpijak pada urgensi dan dinamika di atas, penelitian ini krusial untuk dilaksanakan guna membedah anatomi pertahanan ekonomi Indonesia di tengah pusaran hegemoni China. Penelitian ini secara implisit akan menelusuri aktor utama mana saja yang mendominasi perumusan kebijakan di tengah krisis cost overrun, bagaimana proses negosiasi ulang tersebut berjalan pada periode kritis menuju peresmian proyek, mengapa Indonesia pada akhirnya rela mengorbankan APBN demi proyek yang diklaim B2B, serta sejauh mana tingkat efektivitas restrukturisasi utang ini dalam mengamankan perekonomian domestik dari jerat debt trap.(John W. Creswell & J. David Creswell, 2018) Oleh karena itu, analisis mendalam melalui lensa akademik ini dituangkan dalam penelitian yang berjudul: "STRATEGI INDONESIA DALAM MENGURANGI KETERGANTUNGAN INVESTASI CINA PADA PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG ".

1.1 Perumusan Masalah
Mengacu pada pejelasan diatas, maka rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Bagaimana strategi Indonesia dalam mnegurangi ketergantungan investasi Cina pada Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung” dengan pertanyaan minor menjadi: Strategi apa saja yang diterapkan Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap investasi Tiongkok dalam Proyek tersebut?

1.2 Pembatasan Masalah
Penelitian ini hanya berfokus pada strategi ekonomi politik Pemerintah Indonesia dalam merestrukturisasi pendanaan dan memitigasi risiko debt trap (jebakan utang) pada Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Analisis secara spesifik menyoroti pergeseran kebijakan dari skema murni Business-to-Business (B2B) menjadi intervensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), serta negosiasi skema cicilan utang. Unit analisis dalam penelitian ini dibatasi pada aktor-aktor sentral yang terlibat langsung dalam negosiasi pembiayaan. Pada pihak domestik, aktor yang dianalisis adalah Pemerintah Indonesia (khususnya Kemenko Marves, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN) serta konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Pada pihak eksternal, fokus dibatasi hanya pada China Development Bank (CDB) selaku kreditur dan pemberi pinjaman utama. Penelitian ini secara spesifik dibatasi pada rentang waktu 2021 hingga 2024

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :
1. Untuk menganalisis strategi ekonomi Indonesia dalam menghindari potensi Chinese debt trap pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC).
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan struktur pembiayaan serta skema kerja sama Indonesia-Tiongkok dalam proyek KCIC yang berpoteni menimbulkan resiko ketergantungan utang.
3. Untuk mengetahui Langkah-langkah mitigasi, kebijakan, dan negosiasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengelola resiko pembiayaan dan menjaga posisi tawar dalam proyek KCIC.
4. Untuk mengevaluasi efektivitas strategi ekonomi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan dan kepentingan ekonomi nasional dalam kerja sama Pembangunan infrastruktur dengan Tiongkok.

1.3.2 Kegunaan Penelitian
Kegunaan atau manfaat yang diharapkan oleh penulis yaitu :
1. Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian dalam bidang Hubungan Internasional, khususnya pada studi Ekonomi Politik Internasional (EPI), dengan memperkaya literatur mengenai strategi negara berkembang dalam menghadapi risiko debt trap dalam proyek infrastruktur berskala besar. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji dinamika kerja sama Indonesia–Tiongkok maupun implementasi Belt and Road Initiative (BRI) di negara berkembang. 
2. Kegunaan praktis penelitian ini yaitu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan pengelolaan kerja sama ekonomi dan pembiayaan infrastruktur agar lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan seperti pembuat kebijakan, Lembaga perencanaan Pembangunan, serta peneliti kebijakan public dalam memahami strategi mitigasi resiko utang dan pemeliharaan kedaulatan ekonomi nasional dalam kerja sama internasional.


